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Abstrak

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mengetahui proses pengelolaan dan permasalahan dalam
retribusi terminal di Kabupaien Sambas. Judul skripsi=ini diangkat berdasarkan permasalahan yang terjadi
dalam penerimaan target re:lisasi retribdq,s_i-:te‘r'rhinal di Kabupaten Sambas pada tahun 2012 yang tidak
mencapai target dibandingkan dengantahun-tahun sebelumnya.Penelitian ini menggunakan pendekatan
kualitatif dengan harapan datasyang diperoleh lebih lengkap, mendaldm,_kredibel, dan lebih bermakna
sehingga apa yang ing[n,,di&apai dalam penelitian ini sesuai dengan tujuan“penelitian. Jenis penelitian
yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif yang dimaksudkan untuk mefiggambarkan keadaan
yang sebenarnxaﬂé’tas fenomena, yang sedang terjadi di masyarakat guna menge'talwi nilai variabel
mandiri, baik.8atu variabel atau lebih, tanpa mempersoalkan perbandingan‘atau menghubungkan antara
variabel yang satu dengan'variabel yang lain atas fenomena penelitian dan kenyataan sosial. Dalam
penelitiafl ini hanya ada’satu variable yang, peneliti fokuskan'yaitu proses pengelolaan retribus'i~tgrminal
di Kabupaten Sambas, sehingga diharapkari peneliti dapat‘menemukan permasalahan yang sebefiarnya
dalam proses -pengelolaan retribusi “terminal selama ini.Kesimpulan dalam penelitian ini adalah
ter%apatnya beberapa permasalahan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi terminal, seperti jumlah
petugas yang ‘sangat mini -, kurangnya kesadaran—dari' para supir angkutan mum®akan kewaji})an
mefpbayar retribusi, dan fa-ilitas terminal 'yang kurang' memadai sehingga me yebabkan pelaksaqaan
pemungutan retribusi terminal tidak bisa dilakukarrt secara maksimal. Sehingga diharapkan kepada

selukuh elemen yang terlibat dalam pengelolaan etribusi terminal untuk I emberikan kontrfbusi
makéij.mal agar tujuan yang telah ditetapkan dapa}t rg‘ﬁr:)ai iesuai harapan. . {
5 '»f ¥ 1 : y
Kata Kunci: Pengelolaan, Retribusi Terminal, &30rdir¥si, L?asilitas. b
',.. »’&-ﬂ_" ." ‘: il..' |“
“ Abstract f
\ i :

This thesié.is intended to find problems in the proecess management and problems of terminajl’charges in
Sambas Dis'(rict. The title ofthis thesis was appointed by the problems that occur in the realization of the
target receiving terminal in.Sambas district levy.in 2012 that did not hit-the target as,fcompared to
previous years?]_’his study used,a gualitative approach in the hope that the data obtainedsmore complete,
thorough, credible, and more meaningful so that what is:to be achieved in this study i_n"'accordance with
the research objectives. This type of research'is descriptive research that is intended tedescribe the actual
state of the phenomenon th-t is happening in the community to determine thgjyalﬂe of an independent
variable, either a variable or'mere;.regardless of the comparison_or conmeetion between one variable and
the other variables on the chenomenon of research™and social reality. In this study there is only one
variable that researchers focus on the process of management of terminal charges in Sambas District, so
the researchers expected to find the real problems in the management process for this terminal
retribution. The conclusion of this study is that there are some problems in the implementation of fee
collection terminal, such as a very minimal amount of personnel, lack of awareness of the public
transport drivers of their obligation to pay the levy, and inadequate terminal facilities that led to the
implementation of fee collection terminal can not be made maximally . So expect to all elements
involved in the management of terminal charges to make the maximum contribution that those objectives
can be achieved as expected.
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A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian
Bedasarkan Undang-Undang Nomor 33
Tahun 2004tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah, Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya
disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh
Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan
Daerah sesuai dengan peraturan perundang-
Daerah (PAD)
pasal 157 dglam
Undang-Undang Nomor 32 Tahun.~2{104 tentang
Pemerintahan Daerah, sumber'PAD antara lain:
1)
2)

undangan. Pendapatan Asli

berdasarkan paragraf kedua

Hasil pajak daerah

Hasil retnbﬂm daerah;

a. re§r1bu5| jasa umum;

b. rétribusi jasausaha; dan

C. ,,“ retribusi perizinan tertentu.

3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah” yang
| dipisahkan; dan

4) d_aln—laln PAD yang sah;

| PAD salah satunyas bersumber dari

sektorntretrlbum daerah.Berdasarkan Peraturan J

Pemerlrﬁah Republik Indonesia Nomor

Tahun 2001 tentang Retribusi: Daerah (Prakosa?".. ';3

2005:92), LRetrlbu5| daerah yang selanjutnya
disebut retrlhu5| adalah pungutan daerah sebagai
pembayaran axas jasa atau . pemberian izin

tertentu  yang .khusus dlsédiakah dan/atau
diberikan

kepentingan orang pr?bad\i

oleh Rg‘emerlntah ‘Dagerah. untuk

:tau Badan.Dalam

berbagai aspek pendapatan ;;Ird'a\emhﬁAm —

terdapat salah satu penerimaan yaitu bersumber
dari retribusi daerah yang diantaranya terdiri dari
retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan

retribusi perizinan tertentu.

Salah satu retribusi daerah yang
dipungut oleh pemerintah daerah
Kabupaten/Kota adalah retribusi
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terminal.Retribusi terminal itu sendiri termasuk
ke

keberhasilan pada realisasi pendapatan retribusi

dalam retribusi jasa usaha. Ukuran
terminal tersebut dapat dilihat dari realisasi
pencapaian target dan tingkat kenaikan
pendapatan daerah dari  penerimaan retribusi
terminal.
Belum  tercapainya target yang
dltétapkan oleh pemerintah dalam penerimaan
daerah yang bersumber dari retribusi terminal,
sarana dan prasaran‘ateimlnal yang ada di

?‘hi-n_gga

dengan kor;'aisj

Kabupaten * Sambas saat  ini

memprihatinkan- bangunan-
bangunan yang sangat kumuh dan tldak dlkelola
dengan baik. Jumlah tirminal di Kabbpaten

Sambas ‘terdiri dari 4 (empat) terminal ya}<n|

E’ ~ Sambas, dan Terminal Kartiasa: Kesadaran para

suplr angkutan umum dalam membayar retrl“ou5|
tergolong rendah, karena tidak sedlklt"suplr
ﬁag dengan sengaja mengabaikan kewaj,lban
'f'ﬁembayar retribusi tersebut. Dari seluruh
’ terminal _angkutan umum yang terdapat di
Kabupaten Sambas tidak ada satup;:in terminal

- o Yang Hikelola dengan_bai. terutamg"infrastruktur

terminal dengan’ kondisi penataan bangunan-

bangunan tempat perlstlra,hatan di sekitar

terminal denganJ__kon-‘lﬂ yang sangat
= meﬂﬁrihﬁn—kar:.
Mengingat bahwa retribusi terminal
merupakan salah satu sumber penerimaan
retribusi daerah Kabupaten Sambas yang dapat
dikelola untuk membiayai penyelenggaraan

pemerintahan daerah dan pembangunan dalam

rangka melaksanakan otonomi daerah, maka
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penulis tertarik untuk melakukan penelitian
tentang “Pengelolaan Retribusi Terminal di
Kabupaten Sambas”.
2. Rumusan Permasalahan
Untuk

penelitian dan agar penelitian ini memiliki arah

memudahkan  pelaksanaan

yang jelas dalam merumuskan fakta dan

datanya, maka saya merumuskan masalah

dalam penelitian ini  sebagai  berikut:

“Bagaimana Pengelolaan Retribusi Terminal di

Kabupaten Sambas ?”.

Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelig’aniﬁ‘i :

-
w,l

1. Untuk menjelaskan #“dan

bagalmanapros_e,s

menganalisa

(planning)
dalam pengelolaan retribusiterminalsebagai

perencanaan

upaya,, ,penlngkatan penerimaan retrlbu5|
terfmnal di Kabupaten Sa “bas. '
Untuk

bagaimanaproses

menjelaskan  dan  menganalisa

pengorganisasian

j

(organizing) dalam pengelolaan

ret'{tbusnermmalsebagal upaya peningkatan

ew

‘?'.,
menganalisa

penérimaan retribusi terminal di Kabupat

Sam%ps.
Untulz’_‘ menjelaskan  dan
bagaim.ﬁpaproses penggerakkan (actuating)
dalam pengelolaan retrlbusatermmalsebagal
upaya pemogkatan penerimaan  retribusi
terminal di Kabupaten Sa -bas.

Untuk

bagaimanaproses perTgawasan_ (c‘ontrolling)

menjeldskan dan menganalisa

dalam pengelolaan retribusiterminalsebagali

upaya peningkatan penerimaan retribusi

terminal di Kabupaten Sambas.

4. Manfaat Penelitian

Manfaat  teoritis,  penelitian  ini

diharapkan dapat memberikan sumbangsih dan
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-—B.;'i'EOR]. DAN METODE PENELITIAN

_ Harsoyo (dalam Putra,

kontribusi ~ pemikiran  terhadap  kinerja
kelembagaan dalam perspektif administrasi
publik dan agar dapat digunakan sebagai bahan
lebih

masalah yang sama dengan kajian yang lebih

referensi bagi penelitian lanjut pada
detail dan mendalam.

Manfaat praktis, dengan
dilaksanakannya penelitian ini penulis berharap
bisa memberikan kontribusi yang bermanfaat
bagi semua pihak. Adapun Kkontribusi yang
diharapkan dalam penelitian ini antara lain
sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah
>Kakiupaten Sambas  khususnya  Dinas
Pendapatan ‘Dagrah dalam menanggulangi
semua permasalz;‘zm- yang terjadi  dalam
mengelolaretribusi termlna‘h serta dari hasil
penelitian ini “diharapkan dapar memberlkan
|nfo_nma5| -informasi sebenarnya mengeqal

retribusi terminal.

'

I
|
2!b11)

"suatu

Teori

Wardoyo  (dalam Putfa,

ndefinisikan ~ pengelolaan  $ebagai
gkal kegiatan yang berisikan perencg@naan,

pehgorganlsasmn penggerakkan, ;‘ dan
pengawasandalam mencapai tujuan yan'g} telah

ditetapkan sebelumnya. Sedangka}n"menurut
2011),}_—;‘3’engelolaan

adalah suatu ,istilah yang bega‘éal dari kata

. - ." -
“kelola” ' mengandung arti ,Serangkaian usaha

yang bertujuan_; untuk'} menggali  dan
memanfaatkan -segala potensi yang dimiliki

secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan
yang telah

sebelumnya.Berdasarkan pengertian pengelolaan

tertentu direncanakan
yang telah dijelaskan sebelumnya, terkandung
fungsi-fungsi manajemen yang dikemukakan
G.R.Terry yang dari

oleh terdiri
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perencanaan,pengorganisasian,penggerakkan,

dan pengawasan. Sehingga dalam penjelasan
teoritis tentang pengelolaan, penulis akan
mengaitkan pengelolaan dengan fungsi-fungsi

manajemen.

a. Perencanaan
Menurut Stoner perencanaan adalah

proses menetapkan sasaran dan tindakanyang

perlu untuk mencapai sasaran tadi.
Sedangkan G.R.Terry menjelaskan
perencanaan adalah memilih dan

Y

menghubungkan fakta dan membuat .ser’ta
menggunakan asumsi-asu si mpngehal masa
yang
menggambarkan:.dﬁﬁ merumuskan “kegiatan-

akan datang« dengan ~jalan
kegiatan ye}pg“aiperlukan Untuk mencapai

hasil yahng"diinginkan (Brdmtas, 2009:56).,.

b. f‘éngorganisasian (orga izing)
.' Orgari isasi adalahldua orang afég
Ieﬁ)ih yang.bekerja sama dalam cara yang
tefstruktur untuk mencap:i sasaran spesifik

ata sejumlah  sasaran.  G.R. Terry ] \I
memberikan pengertian mengen Y
pengé{ganisasian sebagai  berikut: (a'im_, lv.j

Pengor‘ganisasian dalam p :ngertian real (real

sense) “Jnenunjukkan hubungan  antara
manusia se‘bagal akibat organisasi; dan «(b) _

Pengorganlsaswn dalam pengertlan abstrak

menunjukkan hu?ungan a tara unit-unit atau &

departemen-depaffem@ kerja (Hasibuan,

1993:122). ———

—

c. Penggerakkan (actuating)
G.R.Terry

memberikan definisi

(Brantas,  2009:95)
penggerakan adalah

membuat semua anggota kelompok agar mau
bekerja sama dan bekerja secara ikhlas serta

bergairah untuk mencapai tujuan sesuai
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‘pelaksanaan

dengan  perencanaan dan  usaha-usaha
pengorganisasian. Koontz dan O’Donnel

(dalam Hasibuan, 1993:177) mendefinisikan
adalah yang

dilakukan oleh pimpinan untuk membimbing,

penggerakkan kegiatan
mengarahkan, mengatur segala kegiatan yang
telah diberi tugas dalam melaksanakan suatu

kegiatan usaha.

d. Pengawasan/Pengendalian (controlling)

G.R.Terry merumuskan pengawasan

(controlling) sebagai proses penentuan apa

" “yang harus dicapai yaitu standar, apa yang

sedang‘d‘ﬂqkukan yaitu pelaksanaan, menilai
m bila perlu - melakukan

perbaikan-perbaikan, séh[rjgga pelaksanaan

pelaksanaan
sesuai dengan rencan -, yaitﬁ"se_laras dengan
2009:189)"
péngendalian/pengaw san adalah agar."p[.oses
dilakukan -
ket’éntuan—ketentuan rencana‘dan melakuﬁan

standar (Brantas, % Tujuan

sesuai  dengan

tindakan perbaikan jika

penyimpangan-penyi pangan supaya tujuan
!

nyang

dlrencanakan (Hasibuan, 1993:223). Rq,hcana

terdapat

.yang dihasilkan  sesuai ‘dengan

"“juga perlu dinilai ulang dan dpanaI|S|s

kembali, apakah sudah benar—bena{jr realistis

atau tidak.Jika belu + benar atra'u realistis

maka rencana tersebut perlu dipé‘?baiki.
lr—.
Pengelolaan Retribusi Terrp—‘ihal

Berdasarkan _/Peraturan  Daerah
ot ®

JBrovinsi -KaTirﬁ'aﬁtan Barat Nomor 1 Tahun

2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, yang

dimaksud dengan terminal adalah pangkalan
kendaraan bermotor umum yang digunakan
untuk mengatur kedatangan dan
keberangkatan, menaikan dan menurunkan
orang dan/atau barang serta perpindahan

angkutan.Dalam Peraturan Daerah Provinsi
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Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Usaha, pasal 29,
disebutkan bahwa struktur retribusi terminal
terdiri dari:

a. Jasa tempat parkir;

b. Jasatempat kegiatan usaha;
¢. Pengguna kios/toko; dan

d. Pengguna kamar mandi/wc.

Berdasarkan  Peraturan  Daerah
Kabupaten Sambas Nomor 10 Tahun 2011
Tentang Retribusi Jasa Usaha, pasal 25,
objek retribusi terminal adalah pelayanan
penyediaan tempat parkir
penumpang dan bis umu t, terqggt -k'éﬁiatan
usaha, dan fasilitas lainpya”™ dilingkungan
terminal, yang dis_gdi’akgn, dimiliki, dan/atau
dikelola oleh Pe’r;%erintah Daerah.Sedangkan
dalam pasal 26, subjek’ retribusi terminal
adalah orang atau badan yang memperoleh
Jasa pelayanan terminal. ’
_1 Dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Shmbas Nomor 10 Tahun 2011 Tentang
Ré;[rlbum Jasa Usaha, pasal 85 ayat (1),
di Jélaskan bahwa “Bupati :berwenang
melakukan  pemeriksaan

dalam rangka melaksanakan  peraturan

perundaﬁg undangan R tribusi.” Dalam

ketentuan ~ |n| jelas  Bupati  memikiki
wewenang funtuk - m Jakukan  proses
pengawasan re;rlbusi daerah’ termasuk

retribusi terminal Tata cara pembayaran,

penyetoran, tempat pembayaran*rembus;__ =

serta angsuran dan penundaan pembayaran
Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan

Bupati.

2. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan jenis
penelitian

deskriptif dan menggunakan
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“untuk kendaraane=*"" "=,
~

untuk menguﬁ ?

kepatuhan pemenuhan kewajiban Retrlbua'ia |'|
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pendekatan kualitatif. Pengumpulan data
dilakukan teknik

wawancara dokumentasi.

dengan observasi,

dan Tahapan
analisis meliputi reduksi data, penyajian data,
dan penarikan kesimpulan. Lokasi penelitian
dilakukan di Terminal Sambas.Subjek dalam
penelitian ini adalah Kepala Seksi Pembinaan
Teknis Bidang Retribusi Daerah Dinas
Pendapatan Daerah Kabupaten Sambas,
KepalaBidang Darat Dinas Perhubungan,
dan

Komunikasi Informatika Kabupaten

Sambas, Kepala UPT Terminal Sambas,
pehgguna jasa termin I, serta supir angkutan
umum. Selﬁhjulnya

penelitian

yang menjadi objek

pengélblaanretribusi terminaldi
Kabupaten Sambas. alam 'penelltlan ini,

teknlk keabsahan data menggtmakan teknik
sumbersertamelakukan™

trrangula5| W, diskusi

.\'

b |

,dan konsultasi dengan pembimbing.

C—HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perencanaan (planning) ... |
Hasil yang telah

dijelaskan sebelumnya menufjukkan bahwa

rl

wawancara

pada tahap perencanaan telah berlangsung
-‘sebagalmana mestiny-, meskipun masm ada
b hal-hal yang perlu ditinjau uIang,fterutama
mengenai keterlibatan pihak pquélola
.- terminal di tiap_ kecamatan di kabupaten
dir]afapkan

meminimalisir kejadian-lgéjradian yang tidak

Sambés. Hal  ini dapat

diharapkan  seperti.. Keterbatasan petugas,
“fassilitas Terminal yan jbelum sesuai standar,
lain-lain. realisasi

dan Penetapan target

dalam retribusi terminal di Kabupaten
Sambas tidak ditetapkan secara sepihak oleh
Dinas Pendapatan Daerah  Kabupaten
Sambas melainkan merupakan penetapan
target yang telah disepakati bersama oleh

pihak-pihak yang berkaitan langsung dalam
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pengelolaan  retribusi  terminal  guna
pencapaian atau peningkatan penerimaan
daerah yang mana retribusi  terminal
termasuk dalam salah satu jenis Pendapatan

Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sambas.

Pengorganisasian (organizing)

Pengalokasian wewenang
merupakan ketentuan yang diatur dalam tiap
instansi yang berwenang dalam pengelolaan
retribusi. Hal ini

diharapkan  dapat

meminimalisir kesalahan dalam pelaksanaan

S ‘1—_.

tugas dalam proses pengelolaan retrlbusr'
terminal dan lain-lain. Staﬁlng Delegatlon of
Authority, Departemenlsasr' dan Personalla
sudah diatur sec§,r_a'j'elas dalam penjelasan
tugas pokok,dan fungsi
Daerarjw,-‘k‘abupaten
Ret'[_ib'usi

pe'ﬁgelolaan retribusi terminal di deupatén

Dinas Pendapatan
Sambas di Bidang

Daerah’  termasuk uﬁt_uk

Sambas yang-tercantum  dalam Peraturan
B&lpati Sambas Nomor 48 Tahun 2008
temtang Struktur Organisasi, Tugas Pokok,
Fuhg5| dan Tata Kerja Dinas Pendapatan]

Daerd?h Kabupaten Sambas.sendiri.

—
gﬂﬂ

N Samtias bisa berlangs ng lebih baik.

bidang pendapatan daerah, mengkoordinir
dan memotivasi kegiatan-kegiatan dari unit-
unit kerja pengelola pendapatan daerah
lainnyayang pada akhirnya diharapkan dapat
meningkatkan penerimaan daerah.Dalam
proses pemungutan retribusi terminal di
Kabupaten Sambas dapat diketahui bahwa
hal-hal  yang

diperhatikan terutama mengenai keterbatasan

masih  banyak perlu
petugas di lapangan, fasilitas yang kurang
mendukung dan lain sebagainya. Diharapkan
segala sesuatu yang menjadi penghambat
dalam proses pelaksanaan pemungutan
retrlbu5| terQLnaI di tiap kecamatan di
Kabupaten Sam‘é‘s‘bl_s_g menjadi perhatian
khusus bagi Pemerintéﬁ—‘Kgpupaten Sambas
agar permasalahan iniitidak b:éangsung
sgééra terus menerus sehingga p‘e'fak§anaan

ﬁengelolaan retribusi terminal di Kabﬂb@ten
!
Pengawasan / Penge dalian (controllmga

yang
disampaikan oleh Kepala Seksi Pembmaan

Berdasarkan pen Jelasan

" Teknis Bidang Retribusi Daerah Dmas

X =, l.'c n-*‘Pendapatan Daerah  Kabupaten »Sambas
Pen‘q!gerakkan (actuating) h sebelumnya dapat diketahui bahwa pihak-
.l . . s {'
Sebaga| salah satu S ied pihak yang tetrlibat dalam pelaksanaan
perangkat daerah, keberadaan -Dinas /

Pendapa}.’ap Daerah Kabupaten Sambas
sangat dlperll]kan dan mempunyai peran
yang sangat pentmg dan- mendasar untuk
" Relemahan, dan
kekurangan yang ada serta sebagai upaya

memperbaiki berbagal

untuk mengakomodir berbagai tuntutan dan

aspirasi yang berkembang di bidang
pendapatan daerah termasuk pengelolaan
hal

Daerah

retribusi  terminal.Berkaitan dengan

tersebut, Dinas  Pendapatan

Kabupaten Sambas sebagai koordinator
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~retribusi daerah ter asuklar_y’di dalamnya
retribusi terminal yaitu a;_a'fara lain: Dinas
Pendapatan® Daerah Kaf)rupaten Sambas
(Dispenda); Dlnas Berhnbungan Komunikasi
~dan ”Informatlka
(Dishubkominfo); dan Inspektorat Kabupaten

Kabupaten ~ Sambas
Sambas. Tujuan pengendalian/pengawasan

adalah agar proses pelaksanaan dilakukan
sesuai dengan ketentuan-ketentuan rencana
dan melakukan tindakan perbaikan jika

terdapat penyimpangan-penyimpangan
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supaya tujuan yang dihasilkan sesuai dengan
yang direncanakan (Hasibuan,
1993:223).Dalam proses pengelolaan
retribusi terminal di Kabupaten Sambas,
Kepala Seksi Pembinaan Teknis Bidang

Retribusi Daerah Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Sambas mengungkapkan bahwa
persoalan mendasar yang dihadapi dalam
melaksanakan pengelolaan retribusi terminal
adalah terletak pada proses pelaksanaan

(actuating) dan pengawasan

(controlling).Dari berbagai pendapat yang _pp—

disampaikan oleh beberapp supir angkat’an
umum baik itu mobil penump’ang maupun
mobil barang dapat r'ﬂ'ambll kesimpulan
bahwa permasglahan utama 'yang harus

segera dlbexmﬁl adalah..t ntang keberadaan
para /pemungut liar  yang selalu
meﬂgkhawaﬂrkan para su ‘ir mobil angkutan

umum Selain=itu kurang "ya kesadaran dari

Governance, Jurnal llmu Pemerintahan
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Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Sambas
(Dishubkominfo)  selaku  pelaksana
pemungutan retribusi terminal di
lapangan, serta  Badan Perencanaan
Pembangunan  Daerah  Kabupaten
Sambas (Bappeda) selaku penyedia
anggaran APBD yang ditindaklanjuti
oleh TAPD (Tim Anggaran Pendapatan
Daerah).

Penetapan target realisasi dalam
retribusi terminal di Kabupaten Sambas
tldak ditetapkan secara sepihak oleh
D|na§- E_endapatan Daerah Kabupaten
Sambas ‘Wnelalnkan merupakan
penetapan target yahg telah disepakati
_bersama ;" oleh plhakwhak yang

) " berkaitan langsung dalam pengelolaan

retribusi terminal guna pencapalaﬁatau

_-'penlngkatan pe erimaan daerah yang

pgra supir angkutan umum akan keharusan mana retribusi terminal termasuk da"am

salah satu jenis Pendapatan Asli Dagrah
!

(PAD) Kabupaten Sambas y

: ! 333 Pengorganisasia dalam pengelmlaan

mbmbayar retribusi turut menjadi : ;w
pefmasalahan yang selama ini terjadi

se:ﬂ\gga pemungutan retribusi terminal tida. ‘J
dapai't-,‘terlaksana secara maksimal. ﬁ

& .,' 5 retribusi terminal di Kabupaten Sambas
-l I A

% ' 'E‘ telah diatur dalam Peraturan’ Bupati
D. SIMPULANL PANINSUISRIE. AT S Sambas Nomor 48 Tahun 2008 tentang

1. Simpulah‘, Struktur Organisasi, Tugas f Pokok

L . -
Berdasarkan pembahasan pada bab™-. . _ - Fungsi dan  Tata Kerja Dinas

L .
sebelumnya, %, maka penulis dapat

g Pendapatan Daerah Kabupaten Sambas.
mengemukakan kesimpulan sebagai berikut. ' Jadi dari Dinas Pendapatan Daerah
1.  Perencanaan "*‘dalgn pengelolaan

retribusi terminal mellbatkan D T s —-

pihak yang terdiri dari  Dinas

Kabupaten%rm]' as dalam menjalankan
tugasnya mengacu pada peraturan

tersebut. Sedangkan untuk petugas di

Pendapatan Daerah Kabupaten Sambas lapangan saat melakukan pemungutan

(Dispenda)  selaku pihak  yang retribusi terminal telah diatur dalam

menetapkan target yang harus dicapai ketentuan dari  Dinas Perhubungan,

dalam realisasi penerimaan retribusi Komunikasi dan Informatika

terminal, kemudian Dinas Kabupaten Sambas beserta  Unit

Fajar Anggasuta
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Pelaksana Teknis (UPT) di tiap

kecamatan. 2. Keterbatasan

4 Dalam melaksanakan  pengelolaan Keterbatasan-keterbatasan  penelitian

retribusi  terminal di  Kabupaten yang penulis alami sebagai berikut:

Sambas, Dinas Pendapatan Daerah 1. Kurang  terbukanya informan yang

Kabupaten  Sambas dan  Dinas menyebabkan informasi yang diperoleh

Perhubungan Komunikasi dan oleh peneliti tidak menyeluruh (holistik)

Informatika Kabupaten Sambas sehingga banyak informasi yang belum

mengalami hambatan dalam mencapai peneliti dapatkan dalam penelitian yang

— . dilaksanakan.
target realisasi penerimaan daerah yang

bersumber dari retribusi terminal. 2. Kurangnya data yang dimiliki oleh

Meskipun segala sesuatunya telah instansi yang terlibat dalam proses

T B i i .
direncanakan secar - matang, dalafi "%, Pengelolaan  retribusi  terminal  di
pengelolaan retribusi term-lhal tetap saja ?ﬁbeqalten Sambas  menyebabkan
dihadapi beberapﬁ " hambatan,. -atau peneliti keSuljtan untuk melengkapi
permasalahan ketika . pelaksanaan data yang diperl'iﬁka,Q dalam penelitian

g e
pemumﬁltan retribusi  berlangsung, R "
sap‘ertl jumlah pet gas yang sangat
_#minim, kurangnya kesadaran dari para E. * Apresiasi )

supir angkutan umum akan keMjiban y Pada kesSiipatan VI saya - ifggin

mengucapkanterlma kasih,.~kepada K#ua
F“Pengelola Program Stu i llmu Pemerlntahan

F 4
:1 membayar retribusi, dan fasilitas
1 terminal yang kurang  memadai

ksehingga merebab pelaksanaan Kerjasama  Universitas ~ Tanjungpura | dan

' o . ; !
” pemungutan retribusi terminal tidak Ren erintah  Provinsi  Kalimantan Barat

";pisadilakukan conar i AL ";L b! b ‘ertajajaran seluruh p:ngasuh, Kepala Dlnas
" , ;
5. D4lam proses pengawasan retribusi hubungan, Komunikasi dan Inf@‘rmatlka

te?‘minal adapun instansi yang terlibat B Kabupaten Sambas beserta jajaran, Kepéla Dinas

anta'r,a lain Dinas Pendapatan Daerah Pendapatan Daerah Kab paten Saml:das beserta

Kabuﬁqten Sambas (Dispenda) selaku . _ _jajarar; Kepala UPT._Kecamatan Sambas serta
para suplr angkutan um m danfpengguna jasa

pengendal!an operasional yang
meIakukan."pengecekan'melalui edih ‘Terminal Sambas yang terllrt’Jat dalam penelitian
karcis. Sehmgga-wag_cekan dapat nt. o ’

=
—

dilakukan secara jelas, Inspektorat o
selaku pengawas terhadap instansi
pelaksana, dan secara internal
pengawasan juga dilaksanakan oleh
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Sambas
(Dishubkominfo).
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